BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan implementasi akuntabilitas

pengelolaan dana APBDes terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa

Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1.

Dari segi akuntabilitas hukum dan kejujuran, realisasi pengelolaan dana
APBDes sudah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.. Akuntabilitas
manajerial pemerintah desa ada yang sudah terlaksana dengan baik,
tetapi belum ada web desa untuk bisa mengakses secara terbuka
informasi lebih detail terutama terkait program-program yang dilakukan
di Desa Jetis. Akuntabilitas program pembangunan di Desa Jetis
Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dilaksanakan mengacu pada
program RPJMDes dan RKPDes berdasarkan hasil musyawarah desa.
Saat ini ada program yang belum terealisasi dengan baik yang akan
berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas kebijakan
dana APBDes sudah dikelola dengan baik oleh pemerintah desa dengan
melibatkan BPD. Akuntabilitas keuangan, laporan realisasi APBDes
harus dipublikasikan.

Dampak yang dirasakan masyarakat jika jalan rusak belum diperbaiki itu
akan mengganggu ketentraman dan ketidaknyamanan masyarakat
untuk menggunakan fasilitas jalan tersebut. Masyarakat tidak dapat
mengakses informasi secara terbuka yang akan menjadikan masyarakat
tidak mengetahui informasi tentang program yang dilaksanakan oleh

pemerintah desa yang menggunakan dana APBDes.
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B. Saran

Penelitian ini dilakukan hanya membahas tentang implementasi
akuntabilitas pengelolaan dana APBDes berdasarkan dimensi akuntabilitas
yaitu akuntabilitas hukum dan Kkejujuran, akuntabilitas manajerial,
akuntabilitas program, akutabilitas kebijakan, dan akuntabilitas keuangan
serta dapat mengetahui hidup masyarakat sudah sejahtera apa belum yang
dilihat dari segi pembangunan desa. Hasil penelitian ini menyajikan
pertanggungjawaban dan keterbukaan dari laporan realisasi pengelolaan
dana APBDes yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melihat
penerapannya di masyarakat serta mengungkap kesejahteraan masyarakat
di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Kelemahan dalam
penelitian ini adalah tidak membahas nominal keuangan desa secara rinci.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan saat pengumpulan data

dan hasil dari analisis penelitian. Saran yang dapat penulis berikan sebagai
berikut:

1. Untuk pemerintah Desa Jetis diharapkan dapat mengsosialisasikan
penggunaan pengelolaan dana APBDes kepada masyarakat,
penambahan informasi berupa banner di setiap dusun, dan
menambahkan sistem online atau web desa yang bisa diakses oleh
masyarakat sehingga untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan
masyarakat tidak harus ke kantor desa.

2. Untuk peneliti selanjutnya adalah dapat menampilkan nominal
keuangan desa secara terperinci dan mengidentifikasi program-

program yang telah dilaksanakan oleh desa.
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